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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian Penelitian
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian
Deskriptif Analitis normatif. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Skunder yang
dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi.

Tindak pidana pemerkosaan atau verkrachting diatur dalam pasal 285 KUHP.
Berdasarkan rumusan dalam pasal 285 KUHP tersebut, diuraikan unsur-unsur tindak
pidana perkosaan yakni: barangsiapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk
memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi
korban tindak pidana. Perlindungan terhadap korban tindak pidana permerkosaan tidak
lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan. Korban tidak saja mengalami
penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Upaya
perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan menyangkut kebijakan atau politik
hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana membuat dan merumuskan suatu
perundang-undangan pidana yang baik.

Dalam telaah hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah
perlindungan korban adalah ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP, KUHAP Bab XIlII
Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, UU No. 7 Tahun 1984 Tentang
Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU
No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban.. Dari beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada
beberapa macam bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan diantaranya
restitusi (ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau
pihak ketiga), kompensasi, konseling dan rehabilitasi.
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PENDAHULUAN

Sanksi hukum yang diatur dalam KUHP tersebut bukan merupakan standar nilai
yang dapat meminimalisir jumlah perkosaan. Adanya kekuasaan dari orang-orang tertentu
seperti hakim, jaksa, dan kepolisian, sangat mempengaruhi dapat tidaknya keadilan itu
ditegakkan.Karena itu ancaman dua belas tahun penjara bagi pelaku pemerkosaan yang
terdapatdalam Pasal 285 KUHP, dua belas tahun yang dijatuhkan bagi pelaku perkosaan
sulit dapat diterapkan. Ketidaksesuaian pemberian hukuman dengan Pasal yang ada
mengakibatkan orang-orang tertentu yang mendapatkan keringanan hukuman tidak akan
takut untuk melakukan kejahatan itu lagi, belum ada efek jera terhadap pelaku
pemerkosaan tersebut dengan demikian, timbulnya kejahatan perkosaan itu sulit untuk
dapat diminimalisir. Pola penghukuman terhadap pelaku-pelaku perkosaan sebagai proses
dari penanganan tersebut di atas menunjukan kecendrungan penghukuman yang jauh dari
batas maksimal yang dicantumkan dalam KUHP.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus
perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian
yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman
akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma.
Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses
pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.
Perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah.
Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Salah satu
kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah
kejahatan perkosaan. Korban perkosaan mengalami penderitaan ganda yang meliputi
penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan korban perkosaan di dalam peradilan
turut menambah penderitaannya. Korban pemerkosaan harus menjadi saksi sekaligus
korban dalam peradilan dan menceritakan kembali kejadian perkosaan yang dialaminya.
Oleh karenanya, korban perkosaan memerlukan perlindungan hukum dalam usahanya
memperoleh keadilan dan pemulihan dari segala penderitaanya.

PEMBAHASAN

Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pemerkosaan ini diatur dalam pasal
285 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU Il BAB XIV tentang kejahatan terhadap
kesusilaan. Adapun pasal 285 KUHP menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh
dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12
(dua belas tahun)”.

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan
perlindungan hukum kepada perempuan. Pada tahap pemeriksaan kepada korban
kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hakhak asasi
korban. Pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena
putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak
asasi perempuan.

Dalam proses pemeriksaan, pihak korban masih dituntut secara detil
mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa
yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain
disampaikan didepan pemeriksa (penyidik), masih dikupas oleh pers secara detil.

Dari beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada
beberapa macam bentuk perlindungan korban, salah satunya korban pemerkosaan
diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi. Upaya perlindungan korban
sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas



tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang
berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

KESIMPULAN

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk
memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi
korban tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami
seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban.
Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi
penderitaan fisik dan penderitaan mental korban. Perlindungan terhadap korban tindak
pidana pemerkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan.
Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan
secara psikis. Upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan menyangkut
kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana membuat
dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pada akhirnya upaya
perlindungan dan penanggulangan korban dari kejahatan dapat tercapai. Dalam telaah
hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah perlindungan korban adalah
ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XIII Tentang Penggabungan
Perkara Ganti Kerugian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.. Dari beberapa aturan yang dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan hukum
terhadap korban pemerkosaan diantaranya restitusi (ganti kerugian yang diberikan
kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga), kompensasi, konseling
dan rehabilitasi.
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